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KATA PENGANTAR  

Diskursus mengenai korupsi birokrasi berakhir pada perdebatan tidak lagi pada 

level teoritik, tetapi sudah pada tingkatan paradigmatik. Apabila kita melihat 

banyaknya jurnal internasional maupun berbagai kajian yang membahas mengenai 

korupsi birokrasi, alur kajian cenderung dominan pada level makro dan nilai-nilai 

diluar individu yang berpengaruh kuat untuk melakukan tindakan korupsi birokrasi. 

Namun menariknya banyak pakar maupun praktisi ketika ditanya oleh para host pada 

berbagai tayangan di televisi berpendapat bahwa aktivitas korupsi merujuk sebagai 

tindakan individu aktor itu sendiri dan tidak ada yang mengklaim bahwa itu 

merupakan suatu tindakan yang dilakukan atas dasar nilai tertentu diluar dari diri 

seorang individu yang menjadi keyakinan bersama atau kelompok. Disinilah titik 

awal mula bagaimana diskusi mengenai korupsi birokrasi terdapat dua alur 

paradigma yang berbeda. 

Disertasi ini awalnya bercerita bahwa terdapat kecenderungan secara sosial di 

masyarakat yang menganggap fenomena korupsi di segala bentuknya merupakan 

fenomena budaya, sehingga muncul istilah “budaya korupsi”. Penyebutan istilah 

yang masih belum secara paten secara ilmiah tersebut seolah menjadi suatu 

kebiasaan yang telah mapan bahkan diyakini sebagai sesuatu yang melekat pada 

tubuh birokrasi. Tetapi penggunaan istilah tersebut bukanlah sesuatu yang berlebihan 

mengingat banyak masyarakat yang kecewa terhadap perilaku birokrasi yang terkena 

kasus korupsi maupun pengalaman mereka ketika berhadapan dengan birokrasi yang 

benar-benar korup. Tetapi yang menjadi pertanyaan kritisnya adalah apakah budaya 

korupsi itu benar-benar ada? apakah tepat mengidentikkan segelintir kasus korupsi 

yang dilakukan oleh beberapa individu sebagai suatu budaya?  

Kajian yang dilakukan oleh Barr & Serra (2010) kepada mahasiswa Oxford 

yang berasal dari luar Inggris ternyata tidak dapat membuktikan eksistensi pengaruh 

budaya lokal atas tindakan korup yang dilakukan individu. Beberapa kajian lain 

secara makro yang dilakukan oleh berbagai pakar berusaha mempertahankan tesis 

makro mereka terhadap tindakan individu dalam melakukan tindakan korup. 

Masalahnya adalah eksistensi perbuatan korup yang dilakukan oleh para birokrat 
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tidak mampu menjawab pertanyaan mengapa para aktor berbuat demikian? dan 

bagaimana tindakan itu dilakukan? Tentu pertanyaan yang terlihat sederhana tersebut 

membutuhkan jawaban yang mendalam tetapi mampu melengkapi puzzle dalam 

studi pembahasan korupsi birokrasi. Beberapa pertanyaan yang dibangun secara 

mendalam tentu tidak dapat dilakukan pada studi makro karena terdapat situasi yang 

tidak dapat dijawab menggunakan analisis berbasis data yang general. 

Disertasi ini memberikan sumbangsih pemikiran baru terkait pembahasan 

korupsi birokrasi secara mikro sekaligus memberikan angin segar dengan membuka 

pandangan dari paradigma yang berbeda. Pembahasan secara mikro memung kinkan 

kita menyelami dunia kehidupan para aktor ketika dihadapkan dengan sejumlah 

pengalaman mereka bekerja di birokrasi selama beberapa tahun dan keresahan apa 

yang mereka hadapi. Kajian ini menggunakan jenis kajian fenomenologi untuk 

melihat pengalaman para aktor dalam membentuk tindakan dan makna. Metode 

penelusuran dalam fenomenologi meskipun terdapat pandangan antara Husserl dan 

Schutz, namun penelusuran terhadap dunia kehidupan dan sikap natural menjadi 

modal utama dalam melakukan penelusuran tindakan sosial para aktor. Tindakan 

para aktor ternyata bukan disebabkan karena suatu nilai atau budaya yang 

mempengaruhi mereka, ataupun kerusakan moral didalam diri mereka, akan tetapi 

disebabkan karena berbagai faktor mulai dari regulasi yang tidak sesuai dengan 

implementasi, adanya negosiasi para pimpinan, serta keterdesakan situasi yang 

menghendaki program birokrasi menjadi bagian dari program politik.   

Disertasi ini setidaknya memiliki empat poin utama kajian. Pertama, 

membahas mengenai dinamika internal birokrasi termasuk berbagai permasalahan 

yang dialami oleh aktor birokrasi. Kedua, munculnya negotiated order sebagai suatu 

tatanan informal yang menggantikan tatanan formal dalam skema pengaturan 

anggaran secara ilegal. Ketiga, mengulas alasan aktor memilih untuk ikut terlibat 

dalam skema pengaturan anggaran. Keempat, perdebatan antara fenomenologi klasik 

dan fenomenologi baru ketika mengkaji kasus ini.  

Secara teoritik, beban kajian tulisan ini terletak pada poin negotiated order dan 

perdebatan fenomenologi. Kajian ini menarik untuk dibaca dan dikritik kembali 
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karena berusaha menantang cara berpikir Strauss yang menghapus peran struktur 

dalam negosiasi pembentukan tatanan. Setidaknya ketidakdinamisan berpikir Strauss 

tidak mengubah kedudukan teori ini yang masih berada pada bagian dari 

interaksionis. Namun dua proposisi tambahan akan hadirnya simbol dan kesepakatan 

tanpa negosiasi menjadi bagian dari negosiasi adalah hal yang perlu ditambahkan 

bahkan dapat diadopsi kedalam kajian lain.  

Sedangkan pada perdebatan fenomenologi antara fenomenologi klasik dan baru 

merupakan analisis yang jarang ditemukan pada berbagai tulisan yang mengkaji 

fenomena yang sama tetapi dihadirkan pada kajian ini. Perdebatan tersebut tidak 

lepas dari sudut pandang yang berbeda antara Husserl, Schutz, dan Schmitz dalam 

fenomena yang sama sekaligus melihat dari sisi metodologi siapa yang paling 

dinamis untuk digunakan. Meskipun Schmitz berhasil mengembangkan metodologi 

baru berdasarkan apriori sosial, tetapi konteks kesadaran aktor yang menjadi 

landasan metodologi fenomenologi klasik masih lebih dapat diterapkan termasuk 

dalam kajian ini.  

Bagaimanapun kajian ini tetap memiliki keterbatasan dan dapat menjadi suatu 

diskursus dalam kajian negotiated order terutama pada kasus korupsi birokrasi. 

Harapannya kajian ini dapat memicu peneliti lain untuk membuat suatu karya berupa 

kritik atau menambah proposisi baru dalam teori Strauss. Adanya disertasi ini juga 

harapannya dapat memicu kajian lain dengan tema korupsi birokrasi pada level 

mikro. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan proposisi dari teori negotiated order 
milik Strauss dengan menganalisis fenomena korupsi birokrasi di salah satu kota di 
Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian fenomenologi untuk 
menelusuri secara mikro bagaimana pengalaman beberapa birokrat yang terlibat 
dalam tindakan korupsi birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 
kualitatif dengan teknik pengambilan data menggunakan wawancara dengan teknik 
penentuan informan menggunakan snowball. Hasil penelitian ini memiliki dua poin 
utama yaitu pengembangan teori negotiated order dan kajian metodologis dari 
fenomenologi klasik dan baru. Pada poin pertama, bahwa perubahan tatanan 
negosiasi antara birokrat fungsional memiliki bahasa simbol yang menjadi bahasa 
interaksi yang digunakan. Selain itu adanya struktur ternyata masih memiliki peran 
meskipun tidak dominan dalam aksi perubahan tatanan. Penelitian ini juga menjawab 
tantangan dari beberapa kritik terhadap teori negotiated order dan telah berhasil 
menunjukkan bahwa adanya tatanan yang dilakukan tanpa melalui negosiasi 
sebenarnya merupakan bagian dari berjalannya negosiasi selanjutnya. Sehingga 
perubahan tatanan antara satu dengan yang lain terjadi kesinambungan. Pada poin 
kedua, bahwa perdebatan metodologis fenomenologi klasik dan baru menunjukkan 
bahwa metodologi yang dibangun oleh Husserl dan Schutz yang berlandaskan pada 
kesadaran aktor lebih dinamis digunakan dibandingkan Schmitz yang berlandaskan 
priori sosial. Hal ini bisa dilihat bagaimana aktor dalam menceritakan 
pengalamannya mengenai tindakan penyelewengan lebih dilatarbelakangi oleh faktor 
dunia kehidupan dan sikap alamiah aktor dibandingkan situasi dan kondisi 
sebagaimana yang digagas oleh Schmitz. Sehingga kajian metodologi fenomenologi 
klasik masih relevan digunakan dalam penelitian kontemporer. 

Kata Kunci: Korupsi, birokrasi, tatanan negosiasi, fenomenologi 
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Abstract 

This study aims to develop propositions of negotiated order theory by Strauss to 
analyzing the phenomenon of bureaucratic corruption in a city in Indonesia. This 
study uses a type of phenomenological research to micro level how the experiences 
of several bureaucrats are involved in acts of bureaucratic corruption. This study 
uses qualitative research methods with data collection techniques using interviews 
with informant determination techniques using Snowball. The results of this study 
have two main points, namely the development of the negotiated order theory and the 
methodological study of classical and new phenomenology. On the first point, 
changes in the negotiation arrangement between functional bureaucrats have a 
language of symbols which becomes the language of interaction used. In addition, 
the existence of a structure still has a role although it is not dominant in the action of 
order change. This research also answers the challenges of some of the criticisms of 
the negotiated order theory and has succeeded showing that the existence of an order 
that is carried out without going through negotiations is part of the next negotiation 
process. So that changes in order between one and another occur in continuity. On 
the second point, the methodological debate between classical and new 
phenomenology shows that the methodology developed by Husserl and Schutz which 
is based on actor awareness is more dynamically used than Schmitz which is based 
on social priori. This can be seen in how the actors in telling their experiences 
regarding acts of fraud are more motivated by life-world factors and the actors' 
natural attitudes compared to the situations and conditions as initiated by Schmitz. 
So that the study of classical phenomenological methodology is still relevant for use 
in contemporary research. 

Key words: corruption, bureaucracy, negotiated order, phenomenology 
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